BUPATI BANGLI
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

Menimbang

Mengingat

PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Kabupaten Bangli pada PT. Bank
Pembangunan Daerah Bali, menyebutkan  bahwa
Penyertaan Modal Daerah yang disetor dalam setiap tahun
anggaran, dilaksanakan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangli pada PT.
Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Anggaran 2013;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



4.Undang-Undang Nomor 1

5.

10.

11.

Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2012
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangli
Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10);



Menetapkan

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bangli Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun
2013 Nomor 8 );

14. Peraturan Bupati Bangli Nomor 35 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 59
Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2013
(Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENYERTAAN

MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI PADA PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH BALI TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli

2. Bupati adalah Bupati Bangli

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bangli sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah.

5. Penyertaan Modal Pemerintah daerah adalah pengalihan
kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan
kf:kayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham
daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau
badan hukum lainnya.

6. Saham adalah kepemilikan seseorang atau badan dalam
suatu perusahaan atau perusahaan terbatas



BAB II
PELAKSANAAN DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangli pada PT.
Bank Pembangunan Daerah Bali adalah dalam bentuk
Saham.

Pasal 3

(1) Besaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli
pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali pada Tahun
Anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua

miliar rupiah).

(2) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal dalam bentuk
saham Pemerintah Kabupaten Bangli pada PT. Bank
Pembangunan Daerah Bali sampai dengan Tahun 2013
sebesar Rp. 7.993.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus
Sembilan puluh tiga juta rupiah).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 12 Nopember 2013

BUPATI BANGLI,
I MADE GIANYAR
Diundangkan di Bangli

pada tanggall2 Nopember 2013
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

v
-

.'
BAGUS ARMAYUDHA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2013 NOMOR 44



